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SEBAGAI JALAN DAMAI CHINA DALAM MEREDAM KONFLIK
DENGAN FILIPINA DI LAUT CHINA SELATAN

Niken Putri Latifah

Department of International Relations
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: latifahniken70@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini masih
belum terselesaikan. Sehingga dalam menghadapi Sengketa Laut China Selatan,
China lebih memilih jalan damai sesuai dengan pembangunan Peaceful Rise
China, yaitu dengan cara melakukan kerja sama bilateral. China akan berupaya
berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara tetangga dan membuka lebar jalan
bagi siapa saja yang ingin turut serta dalam pembangunan China, agar dapat
menikmati kehidupan yang lebih baik. Potensi sumber daya alam seperti minyak
bumi, gas alam, dan ikan yang sangat melimpah di kawasan Laut China Selatan
akan sangat menguntungkan apabila dapat di eksplorasi bersama. Selain itu Laut
China Selatan juga merupakan kawasan jalur pelayaran kapal-kapal internasional
dan perdagangan lintas laut serta menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu,
Eropa, Amerika, dan Asia. Salah satu negara yang berhasil China ajak untuk
melakukan kerja sama adalah Filipina. Filipina dan China sepakat untuk menjalin
kerja sama bilateral agar masalah sengketa Laut China Selatan tidak semakin
memanas.

Kata Kunci:
Laut China Selatan, Peaceful rise, Kerja sama Bilateral, China, Filipina

ABSTRACT

The South China Sea dispute is a problem that is still unresolved. So that in
dealing with the South China Sea dispute, China prefers a peaceful way in
accordance with China’s Peaceful Rise development, namely by conducting
bilateral cooperation. China will seek to integrate more closely with neighboring
countries and pave the way for anyone who wants to take part in China’s
development, so they can enjoy a better life. The potential of natural resources
such as oil, natural gas, and fish which are very abundant in the South China Sea
area will be very profitable if they can be explored together. In addition, the South
China Sea is also a shipping lane area for international ships cross-area trade
and connects three trade routes namely Europe, America and Asia. One of the
countries that China has succeeded in inviting to cooperate is the Philippines. The
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Philippines and China have agreed to establish bilateral cooperation so that the
South China Sea dispute does not escalate.

Keywords:
South China Sea, Peaceful rise, Bilateral Mechanism, China, Philippines

PENDAHULUAN

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini belum
juga terselesaikan. Sengketa tersebut terjadi karena tumpang tindih klaim antara
negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang mengklaim wilayah Laut
China Selatan antara lain adalah China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan
Taiwan. Negara-negara tersebut mengklaim wilayah Laut China Selatan atas
dasar alasan historis maupun geografis. Seperti halnya China yang mengklaim
wilayah Laut China Selatan dengan berdasarkan kepemilikan bangsa China sejak
bertahun-tahun lamanya, China meyakini bahwa pendahulu China sejak 2 abad
sebelum masehi yaitu Dinasti Han yang menemukan pulau dan Laut China
Selatan pertama kali dan menduduki kawasan laut serta dua gugusan kepulauan
Spratly dan Paracel (Sulistiyani dan Nugroho, 2016: 3).

Wilayah Laut China selatan menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpabh,
seperti kandungan minyak serta gas bumi. Lalu, perairan Laut China Selatan
merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut
yang menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia.
Kawasan Laut China Selatan dinilai sangat strategis dan akan memberikan
keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila negara-negara tersebut berhasil
menguasainya. Tidak hanya negara-negara Asia Tenggara saja yang ingin
menguasai kawasan Laut China Selatan, bahkan Amerika Serikat juga memiliki
keinginan untuk menguasai kawasan tersebut (Junef, 2016: 221).

Pada saat melakukan pembacaan pidato di Singapura 2015 lalu, Xi Jinping
menyatakan bahwa:

“Pulau-pulau yang berada di Laut China Selatan merupakan
bagian dari wilayah China sejak zaman kuno, maka dari itu
pemerintah China harus bertanggung jawab dalam melindungi

kedaulatan teritorial dan maritim yang sah,”



Xi Jinping juga mengatakan China akan berupaya berintegrasi lebih dekat dengan
negara-negara tetangganya dan China membuka lebar jalan bagi negara tetangga
untuk turut serta dalam pembangunan China agar dapat menikmati kehidupan
yang lebih baik (Wong, 2022).

Melihat konflik sengketa Laut China Selatan yang semakin memanas, Xi
Jinping mengatakan bahwa China akan berusaha meredam kasus sengketa
wilayah maritimnya menggunakan jalan damai sesuai dengan pembangunan
Peaceful Rise China, tanpa menggunakan kekuatan militer agar menjaga
perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi China akan tetap mempertahankan
klaimnya atas Laut China Selatan sebagai upaya melindungi hak dan kepentingan
inti nasional China. Jalan damai yang dilakukan China adalah dengan cara
melakukan Bilateral Consultative Mechanism dengan Filipina agar tidak terus
menimbulkan konflik. Kerja sama bilateral dilakukan untuk meredam sengketa
yang terjadi agar tidak terus memanas. Berdasarkan dari pendahuluan ini maka
rumusan masalah jurnal ini adalah “Bagaimana pendekatan Bilateral Consultative
Mechanism China-Filipina dalam meredam sengketa di Laut China Selatan?”.
Secara umum China menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi klaim Laut
China Selatan terhadap beberapa negara tetangganya. Namun demikian, Tiongkok
juga melakukan upaya-upaya strategis melalui mekanisme kerja sama bilateral
khususnya kepada Filipina. Penelitian ini memandang, pendekatan lunak China
menjadi hal yang menarik. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada

upaya kerja sama bilateral China-Filipina di wilayah Laut China Selatan.

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan konsep model strategic, Menurut John P. Lovel
dalam merumuskan suatu kebijakan, suatu negara pasti memiliki beberapa faktor
yang membuat mereka memilih kebijakan tersebut, yang pertama adalah struktur
sistem internasional, yang dimaksud struktur sistem internasional menurut Lovel
disini adalah negara-negara diibaratkan selalu berkompetisi. Negara-negara
berada dalam suatu kompetisi dapat melakukan tawar-menawar serta negosiasi

satu sama lain untuk membentuk suatu kerja sama. Kedua adalah persepsi elit,



yang dimaksud persepsi elit menurut Lovel disini adalah suatu perhitungan yang
dilakukan oleh para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan
nasional negaranya. Perhitungan ini akan merujuk kepada suatu hasil kebijakan
yang diambil tersebut akan memberikan kerugian atau keuntungan.

Lalu, yang ketiga adalah strategi negara-bangsa lain, yang dimaksud strategi
negara-bangsa lain menurut Lovel disini adalah keberhasilan dari kebijakan suatu
negara tidak hanya ditentukan dari negara itu sendiri, tetapi juga ditentukan
dengan melihat strategi negara lain. Agar kedua negara yang hendak melakukan
kerja sama ini dapat mencocokkan strategi mereka.

Keempat adalah kapabilitas negara, menurut Lovel dalam mengambil
kebijakan suatu negara harus memperhitungkan faktor-faktor yang sekiranya
dapat digunakan sebagai tolak ukur kapabilitas suatu negara, sehingga suatu
negara dapat membandingkan kapabilitas negaranya terhadap kapabilitas negara
lain dan dapat mengukur apakah kerja sama yang dijalin akan memberikan
keuntungan atau kerugian (Lovel, 1970: 70-74).

Keempat variabel diatas, dapat menentukan suatu pola interaksi negara yang
meliputi, pertama adalah leadership strategy yaitu posisi yang dimiliki suatu
negara dalam mengontrol negara lain melalui persuasi atau tawar menawar
daripada menggunakan kekerasan. Pada tipe strategi ini suatu negara menganggap
kapabilitasnya besar atau superior dan strategi negara-bangsa lainnya mendukung.
Kedua adalah concordance strategy yaitu suatu kondisi dimana negara merasa
bahwa kapabilitasnya lebih rendah daripada negara lainnya, sehingga
menggunakan strategi melakukan kerja sama dengan negara lain yang dianggap
mampu mendukung dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga adalah
accomodation strategy, strategi ini merupakan kondisi dimana suatu negara
merasa bahwa kapabilitasnya lebih rendah daripada negara lain, dan menganggap
bahwa negara lainnya yang lebih besar merupakan suatu ancaman. Sehingga
negara yang kapabilitasnya kecil tersebut akan melakukan strategi penyesuaian
terhadap negara lain, agar terhindari dari konflik. Keempat adalah confortation
strategy, strategi ini merupakan kondisi dimana suatu negara menganggap

kapabilitasnya lebih tinggi daripada negara lain, dan menganggap negara lain



merupakan suatu ancaman dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga
negara tersebut cenderung melakukan hal-hal yang menyebabkan konflik terhadap
negara lainnya dan memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitasnya (Lovel,
1970: 99).

Untuk lebih memperjelas bagaimana pola interaksi yang terbentuk dari
beberapa variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel

matriks berikut ini.

Own Capabilities Superior

Confortation Leaderhip
strategy strategy
Other’s Other’s
strategy Strategy
threatening supportive
Accommodation Concordance
strategy Srategy

Own Capabilities Inferior

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep model srategic untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi China dan Filipina dalam
merumuskan kebijakan untuk melakukan kerja sama bilateral. Dimana dalam
memutuskan suatu kebijakan setiap negara pasti memiliki faktor-faktor yang
mendukung keputusan mereka. Berdasarkan dari pembangunan Peaceful Rise

China pola interaksi yang China ciptakan ialah leadership strategy dimana lebih



mengedepankan cara-cara persuasi atau tawar menawar tanpa menggunakan

kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (deskripsi), dalam
buku Mohtar Mas’oed ia mengatakan bahwa deskripsi adalah upaya untuk
menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, berapa atau bagaimana (Mas’oed,
1990: 68). Penelitian deskriptif, yaitu deskripsi tentang fakta (Mas’oed, 1990:
261). Jenis penelitian deskriptif ini mengumpulkan seluruh data kemudian di
analisis dan di bandingkan dengan fakta yang sedang terjadi, kemudian mencoba
memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Peneliti mencoba mengumpulkan
data-data yang membuktikan bahwa China berupaya menggunakan jalan-jalan
damai untuk meredam sengketa Laut China Selatan, sebagai upaya pembangunan
Peaceful Rise China.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif, yaitu informasi
yang diperoleh dari berbagai sumber tulisan dalam bentuk data. Setelah itu, data
yang diperoleh akan diuraikan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (library research), yaitu
teknik pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal, koran, serta penggunaan
media internet melalui website-website yang berhubungan dengan penelitian yang
dikaji. Data yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian ditelaah sehingga

mendapatkan data-data tertulis yang dapat membantu penulisan penelitian ini.

PEMBAHASAN
Sejarah Sengketa Laut China Selatan

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah sengketa yang terjadi karena
adanya perebutan wilayah dan batas-batas laut (Nugroho dan Hikam, 2020).
Sengketa telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan sampai saat ini kasus tersebut
belum menemukan titik terangnya. Tumpang tindihnya klaim yang diajukan
negara-negara sekitar kawasan membuat sengketa ini semakin memanas. Sengketa

tersebut mengacu kepada dua gugusan pulau yaitu Paracel dan Spratly yang



diperebutkan. Negara-negara yang bersengketa mengklaim Laut China Selatan
atas dasar historis maupun basis geografis (Junef, 2016: 220).

China merupakan negara yang mengklaim Laut China Selatan atas dasar
historis. China meyakini bahwa pendahulu China sejak 2 abad sebelum masehi
yaitu Dinasti Han yang menemukan pulau dan Laut China Selatan pertama kali.
Berdasarkan dari hal sejarah tersebutlah yang membuat China pada 1947
meluncurkan peta yang merincikan kedaulatan China atas Laut China Selatan
yaitu sembilan garis putus-putus atau dikenal juga sebagai nine-dash line.
Sembilan garis putus-putus tersebut membentuk huruf U mengelilingi wilayah
perairan Laut China Selatan yang 90% wilayahnya diklaim oleh China
(Sulistiyani dan Nugroho, 2016: 3). Klaim yang dilakukan China membuat
negara-negara yang berlokasi di sekitar perairan Laut China Selatan turut serta
mengklaim wilayah perairan mereka. Sehingga menimbulkan tumpang tindihnya
klaim antara negara-negara tersebut.

Pada awal 1990-an China sempat mengusulkan untuk melakukan kegiatan
penelitian seismik di kawasan Laut China Selatan bersama-sama, ajakan tersebut
tidak mendapatkan respon hingga pada 2003 Filipina secara diam-diam
menyetujui ajakan untuk melakukan eksplorasi bersama dengan China untuk
melakukan pembangunan bersama. Pada 2005 Vietnam mulai bergabung dan
tindakan tersebut diketahui oleh publik dan menuai protes karena survei tersebut
tidak transparan dan di curigai terjadinya korupsi. Kemudian pada 2008 perjanjian
tersebut berakhir dan sejak saat itu negara-negara yang bersengketa mulai
melakukan survei secara mandiri. Hal tersebut membuat mereka semakin
bermusuhan dan sengketa kian memanas karena mereka saling berusaha
menyabotase kegiatan eksplorasi dan menghalangi perusahaan minyak asing
untuk bekerja sama (Turcsanyi, 2018: 31).

Pada tahun 2011 China memberlakukan larangan tegas penangkapan ikan di
daerah yang disengketakan, Tiongkok juga mengerahkan kapal-kapal ke perairan
untuk menjaga kawasan. China juga berupaya meningkatkan administrasi
penangkapan ikan di Laut China Selatan dengan menuntut kapal-kapal asing

untuk memperoleh izin dari Hainan jika ingin menangkap ikan di kawasan



tersebut. Tindakan pelarangan penangkapan ikan dilakukan China karena pada
2008 terjadi peningkatan jumlah kapal penangkap ikan Vietnam di dekat perairan
Paracel. Lalu pada 2011 Filipina melaporkan bahwa China telah berupaya
sebanyak 5 kali dalam menyabotase survei ekplorasi minyak Filipina (Turcsanyi,
2018: 41).

Semua tindakan yang China lakukan di perairan tersebut juga semata-mata
untuk mempertahankan klaimnya, karena negara-negara yang mengklaim
kawasan tersebut juga melakukan hal yang sama. Peningkatan aktivitas China
dalam mempertahankan hak penangkapan ikan serta minyak, seiringan dengan
peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh Filipina dan Vietnam dalam
mengeksploitasi sumber daya di perairan tersebut. Filipina dan Vietnam juga
meningkatkan aktivitas mereka di perairan tersebut dengan cara meningkatkan
jumlah patroli. Masing-masing negara yang bersengketa berusaha menegaskan
dan menunjukkan kedaulatannya (Turcsanyi, 2018: 43-44).

Memasuki era kepemimpinan presiden Xi Jinping, strategi militer yang
awalnya berbasis pada kekuatan darat mulai bergeser menjadi kekuatan maritim
dan menjadi kepentingan inti bagi China (Council on Foreign Relation, 2022).
China semakin mengedepankan dan mempertegas klaim mereka di kawasan
perairan tersebut dengan membangun beberapa fasilitas sipil maupun militer di
pulau-pulau serta perairan yang disengketakan (Zhou, 2022). Reklamasi terus
dilakukan di perairan tersebut untuk meningkatkan kondisi hidup para pekerja
yang ditugaskan disana agar dan untuk menjaga kedaulatan teritorial serta hak
maritim. Tidak hanya China yang melakukan reklamasi di kawasan tersebut,
negara-negara lain yang bersengketa juga sedang melakukan reklamasi meskipun
lahan mereka tidak seluas China. Masing-masing dari negara tersebut membangun
landasan terbang di lahan yang mereka reklamasi (Turcsanyi, 2018: 51). China
berhasil menjadi negara yang memiliki infrastruktur paling maju dan mampu
mendukung proyeksi militer mereka di kawasan tersebut.

Pada tahun 2015 Xi Jinping membaca sebuah pidato di Singapura, ia

mengatakan bahwa:



“Pulau-pula yang berada di Laut China Selatan merupakan
bagian dari wilayah China sejak zaman kuno, maka dari itu
pemerintah China harus bertanggung jawab dalam melindungi
kedaulatan teritorial dan maritim yang sah”

Xi Jinping juga mengatakan China akan berupaya berintegrasi lebih dekat dengan
negara-negara tetangganya dan China membuka lebar jalan bagi negara-negara
tetangga untuk turut serta dalam pembangunan China agar dapat menikmati
kehidupan yang lebih baik (Wong, 2022)

Melihat konflik yang semakin memanas, Xi Jinping mengatakan bahwa China
akan berupaya meredam kasus sengketa wilayah maritimnya menggunakan jalan-
jalan damai tanpa menggunakan kekuatan militer agar perdamaian dan stabilitas
kawasan tetap terjaga. Tindakan tersebut ia lakukan dengan tetap
mempertahankan klaim China atas Laut China Selatan dan melindungi hak serta
kepentingan inti nasional China. Jalan damai yang dilakukan China adalah dengan
cara melakukan kerja sama bilateral terhadap negara-negara yang berada di sekitar

kawasan khususnya dengan Filipina.

Potensi Laut China Selatan

Negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan saling
memperebutkan wilayah tersebut karena menyimpan sumber daya alam baik
hayati dan non-hayati yang sangat melimpah yang berada di pulau-pulau, perairan,
dan dasar lautan. SDA non-hayati seperti mineral, gas dan minyak mentah sangat
melimpah di wilayah perairan Laut China Selatan. Berdasarkan dari data
Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik China, di perairan
tersebut memiliki potensi minyak hingga 213 miliar barel dan kandungan gas
alam diperkirakan sebanyak 2 quadrillion kubik per kaki (Sulistiyanti dan
Nugroho, 2016: 9). Meningkatnya kebutuhan energi negara-negara yang
bersengketa membuat mereka berlomba-lomba untuk mempertahankan klaim
mereka atas Laut China Selatan agar bisa mengeksplorasi minyak dan gas yang

melimpah di wilayah tersebut.



Selain sumber daya minyak dan gas yang sangat melimpah, kawasan
perairan yang sangat luas ini juga menyimpan sumber daya ikan yang sangat besar.
Menurut World Wildlife Fund, Resource Scarcity in the South China Sea pada
2015, perairan ini berhasil menyumbang kebutuhan ikan sebesar 10% secara
global (Reed, 2022). Sektor perikanan merupakan penghasilan utama Asia
Tenggara dengan produksi tahunan mencapai 22,5 juta ton pada 2016 dan di
prediksikan akan terus mengalami peningkatan sebesar 36,9 juta ton pada 2030
dan 51,5 juta ton pada 2050 hal ini membuat sektor perikanan di wilayah Laut
China Selatan menjadi sangat penting. Laut China Selatan memiliki lebih dari
3.700 spesies ikan laut, kurang lebih sebesar 22% dari total spesies ikan laut yang
ada di dunia (Basundoro, 2020). Bagi rakyat Filipina perairan ini sangat penting
guna memenuhi kebutuhan pokok mereka dimana ikan merupakan makanan
utama penduduk Filipina, Laut China Selatan menyumbang sebesar 25% protein
yang dibutuhkan 500 juta penduduk serta memenuhi sebesar 80% dari kebutuhan
makanan masyarakat Filipina. Perairan ini menempati urutan ke 19 dalam hal
produksi hasil laut dengan jumlah tangkapan sebesar 8 juta ton ikan per tahunnya
(Sulistiyanti dan Nugroho, 2016: 9).

Selain sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat melimpah,
Laut China Selatan juga merupakan jalur pelayaran yang sangat strategis. Secara
geografis Laut China Selatan berada di antara dua samudera yaitu Pasifik dan
Hindia, serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Kawasan ini merupakan jalur
pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut serta
menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia.
Berbagai komoditas, seperti minyak bumi dan gas alam berlalu-lalang di kawasan
ini. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
memperkirakan bahwa sepertiga perdagangan maritim global melalui perairan ini.
Pada 2018 nilai perdagangan yang melewati kawasan ini mencapai US$ 3,7 triliun,
dimana hal tersebut merupakan pendapatan tertinggi kedua di dunia setelah Selat
Hormuz (Basundoro, 2020: 1). Banyaknya potensi strategis yang dimiliki
kawasan perairan ini membuat para negara-negara yang bersengketa berusaha

untuk tetap mempertahankan klaimnya. Masing-masing negara yang bersengketa



memiliki kepentingannya tersendiri yang tetap membuat mereka mempertahankan
klaim atas Laut China Selatan. Salah satunya adalah melimpahnya sumber daya
alam di Laut China Selatan baik hayati maupun non-hayati, yang sangat menarik
bagi negara-negara yang bersengketa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang
semakin maju, tentu saja kebutuhan energi juga meningkat, sehingga mereka

berusaha untuk tetap mempertahankan klaimnya (Nugroho, 2022).

Sejarah Hubungan China dan Filipina

Setiap periode kepemimpinan presiden Filipina, kebijakan masing-masing
presiden yang memimpin memiliki pandangan yang berbeda terhadap sengketa
Laut China Selatan. Misalnya, pada masa kepemimpinan Presiden Joseph E.
Estrada yang lebih mendekatkan hubungan kerja sama militer bersama dengan
Amerika Serikat agar bisa menghadapi ancaman militer yang datang dari China
agar bisa mempertahankan wilayah yang Filipina klaim di wilayah Laut China
Selatan. Begitu juga dengan masa kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal
Arroyo yang melihat bahwa menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat
dapat memperkuat sistem pertahanan Filipina dan melindungi Filipina dari sikap
agresivitas China di Laut China Selatan (Damping, 2020: 621).

Pada masa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino I, Filipina masih
bersikap konfrontatif terhadap China, dimana Filipina menganggap sengketa Laut
China Selatan tidak dapat diselesaikan dengan kerja sama bilateral dan pada tahun
2013 melayangkan gugatan arbitrase secara sepihak ke Mahkamah Arbitrase
Internasional. Hasil gugatan arbitrase tersebut keluar pada 2016 dan dimenangkan
oleh Filipina, tetapi putusan tersebut di bantah oleh China. Tiongkok sangat
menolak tindakan intervensi dari pihak ketiga, menurut China Pengadilan
Arbitrase Internasional tidak memiliki hak atas sengketa yang terjadi di wilayah
Laut China Selatan, karena wilayah tersebut merupakan kedaulatannya. Tiongkok
menekankan bahwa wilayah kedaulatan China merupakan suatu hal yang sah dan
tidak dapat di tawar (Amir, et al., 2017: 90).

Kemudian, pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte terdapat suatu

perubahan besar dimana Filipina menjadi lebih terbuka dan mau bekerja sama



dengan China. Duterte memiliki beberapa kepentingan yang ingin ia capai, yaitu
ingin melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional
Filipina. Meskipun sengketa masih terjadi, China dan Filipina mengesampingkan
permasalahan tersebut dan mulai melakukan kerja sama bilateral. Duterte lebih
memilih jalan damai untuk meredam sengketa dengan China karena tidak ingin
menghadapi konflik yang lebih besar lagi, bahkan Duterte mengurangi kerja sama
dengan Amerika Serikat (Damping, 2020: 622).

Bilateral Consultative Mechanism sebagai jalan damai yang ditempuh oleh
China dan Filipina
Bilateral Consultative Mechanism

Sebagai upaya menjalankan pembangunan Peaceful Rise yang berusaha
menjalin kerja sama menggunakan jalan-jalan damai. China dan Filipina
menjalankan Bilateral Consultative Mechanism (BCM) sebagai hasil dari
meningkatnya hubungan baik antara China dan Filipina. BCM dibentuk untuk
bertukar pandang tentang masalah yang sedang terjadi oleh kedua belah pihak
negara. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang langkah-langkah
membangun kepercayaan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menahan
diri untuk tidak melakukan kegiatan di Laut China Selatan yang dapat
meningkatkan perselisihan yang mengganggu perdamaian serta stabilitas kawasan
(Fook, 2018: 1).

Pertemuan pertama BCM dilakukan pada 19 Mei 2017, pertemuan ini
berlangsung di tengah kritik internasional terhadap ekspansi China di dua
kepulauan Laut China Selatan yaitu Paracel dan Spartly. Meskipun terdapat
penolakan internasional terhadap China, pertemuan pertama BCM ini menjadi
suatu titik balik dalam hubungan China-Filipina yang membuka komunikasi
antara kedua negara, setelah selama 4 tahun saling mengabaikan dan menyimpan
dendam satu sama lain pada masa pemerintahan Presiden Aquino Ill. China dan
Filipina bertukar pandangan tentang masalah regional dan kekhawatiran bilateral
di kawasan Laut China Selatan, serta kedua negara sepakat untuk membahas lebih

lanjut untuk mencari pendekatan apa yang dapat dilakukan guna mengatasi



permasalahan tersebut. China dan Filipina memutuskan untuk melakukan kerja
sama guna menghindari konflik agar mencegah terjadinya masalah yang lebih
besar (Banloi, 2021).

Pertemuan kedua BCM dilakukan pada 13 Februari 2018, pada pertemuan ini
masih terdapat kecaman internasional terhadap China yang diduga meningkatkan
aktivitas militernya di kawasan Laut China Selatan. Duterte juga berusaha
menghadapi protes dari masyarakatnya yang menyerukan kemenangan Filipina di
arbitrase internasional. Duterte mengatakan bahwa peningkatan aktivitas militer
China ditujukan kepada Amerika Serikat bukan kepada Filipina. Meskipun China
dan Filipina menghadapi tekanan internasional serta domestik, mereka tetap
berupaya menjalin BCM dan meningkatkan beberapa agenda. China dan Filipina
membahas membahas cara-cara khusus untuk mengelola dan mengatasi insiden di
laut, menjalin kerja sama dalam mengatasi masalah maritim, serta menumbuhkan
rasa saling percaya antara kedua negara. Setelah mengadakan pertemuan BCM
yang pertama, hubungan kedua negara menjadi membaik dan menjadi lebih
terbuka dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti perlindungan
lingkungan laut, perikanan, penelitian ilmiah di laut serta minyak dan gas (Banloi,
2021: 311).

Pertemuan ketiga BCM dilakukan pada 18 Oktober 2018, pada pertemuan ini
China dan Filipina masih belum terlepas dari kecaman internasional dan semakin
mendesak Duterte yang mengesampingkan kemenangan Filipina pada arbitrase.
China dan Filipina tidak goyah meskipun mendapatkan kecaman keras dari dunia
internasional dan kedua negara membuat keputusan penting untuk melakukan
eksplorasi bersama. Kedua negara menandatangani Memorandum  of
Understanding on Cooperation in Oil and Gas Development pada 20 November
2018. Kedua negara juga menegaskan kembali komitmen mereka atas prinsip-
prinsip kebebasan navigasi di LCS. Serta menegaskan kembali komitmen kedua
negara dalam menjaga kebebasan perdagangan internasional, menangani sengketa
teritorial dengan jalan damai tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan
kekuatan (Banloi, 2021: 312).



Pertemuan keempat BCM dilakukan pada 2-3 April 2019, dalam pertemuan ini
kedua negara terus memperkuat rasa saling percaya dan berusaha menangani
sengketa dengan menggunakan jalan-jalan damai. Meskipun terdapat beberapa
perbedaan pandangan dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan China dan
Filipina tetap memperkuat rasa saling percaya antara kedua negara. Perbedaan
pandangan yang terjadi antara China dan Filipina di Laut China Selatan jangan
sampai mempengaruhi kerja sama yang saling menguntungkan di bidang-bidang
lain China dan Filipina juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk
mengatasi sengketa dengan damai tanpa menggunakan kekerasan.

Pertemuan BCM kelima dilakukan pada 28 Oktober 2019, pada pertemuan ini
China dan Filipina membentuk dua kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja
Keamanan Politik serta kerja sama Perikanan dan kelompok kerja kedua adalah
Kelompok Kerja Penelitian Ilmiah Kelautan dan Perlindungan Lingkungan Laut.
Pembentukan kelompok ini merupakan upaya dari kedua negara untuk
menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang nyata. Pada pertemuan
ini kedua negara juga mengadakan pertemuan pertama komite pengarah bersama
antara pemerintah China dan Filipina untuk membahas ekplorasi minyak dan gas
bersama (Banloi, 2021: 312-313).

Pertemuan BCM keenam dilakukan secara virtual pada 22 Mei 2021,
pertemuan dilakukan secara virtual karena terkendala pandemi Covid-19. Pada
pertemuan ini China dan Filipina tetap berusaha untuk memperluas hubungan
bilateral mereka dan membangun kepercayaan bagi kedua negara agar dapat
mengatasi berbagai perbedaan, China dan Filipina saling bertukar pandangan
tentang segala isu yang menjadi permasalahan di Laut China Selatan. Sangat
penting bagi kedua negara untuk mengatasi segala perbedaan pandangan agar
dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih baik (Department of Foreign
Affairs, 2021).

Berdasarkan dari enam pertemuan yang sudah dipaparkan peneliti diatas, dapat
dilihat bahwa berjalannya Bilateral Consultative Mechanism antara China dan
Filipina mendapat kecaman dari dunia internasional maupun domestik, serta

diduga masih ada tindakan-tindakan sepihak tetapi tidak memunculkan eskalasi



konflik yang lebih besar terhadap kedua negara. China dan Filipina juga benar-
benar berupaya menjalankan cara-cara damai meskipun mendapatkan kecaman.
Kedua negara dapat melaksanakan berbagai kerja sama yang direncanakan seperti
pengelolaan perikanan bersama, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan
lingkungan laut, pengembangan minyak dan gas, serta operasi pencarian dan

penyelamatan bersama.

Joint Development

Pada saat menjalankan pertemuan BCM yang ketiga pada 2018 China dan
Filipina memutuskan untuk menjalin joint development. Joint development
merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk negara-negara yang
sedang berada dalam sengketa. Terdapat syarat yang harus di penuhi untuk
melakukan joint development, yaitu political will yang merupakan kesepakatan
antara kedua negara untuk dapat mengakui adanya sengketa yang terjadi dan
keinginan untuk saling menjembatani sengketa dengan memberikan solusi kerja
sama di bidang eksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan
bersama. Dapat dilihat bahwa joint development memberikan peluang bagi kedua
negara dalam memperkuat hubungan bilateral mereka dan menghasilkan win win
solution (Andaru, 2020: 348).

Perlu diketahui bahwa joint development bukanlah solusi untuk penyelesaian
sengketa, melainkan hanya sebuah bentuk kerja sama agar sengketa tidak terus
memanas. Ketika kedua negara menyepakati joint development status qou wilayah
yang sedang di sengketakan akan tetap ada, tetapi dengan adanya joint
development pihak yang bersengketa dapat memperoleh keuntungan dengan
adanya eksplorasi sumber daya alam bersama (Andaru, 2020: 350).

Definisi joint development berdasarkan British Institute of International and
Comparative Law mengacu pada kerja sama antar negara atas minyak dan gas
yang berada di lepas pantai yang terletak pada wilayah laut yang sedang berada
dalam sengketa. Serta definisi lain mengenai Joint development adalah negara-
negara yang sedang di dalam sengketa wilayah, memiliki hak untuk saling

mengeksplorasi sumber daya yang di miliki wilayah tersebut. Joint development



menjadi suatu aktivitas lintas batas dan aktivitas yang terjadi di wilayah yang
mengalami klaim tumpang tindih (Li dan Chen, 2016: 132).
Dalam Piagam PBB tahun 1974 yang mengatur tentang Hak Ekonomi dan
Kewajiban Negara. Pasal 3 mengatur:
“Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki

bersama oleh dua negara atau lebih, setiap negara harus bekerja

sama berdasarkan sistem informasi dan konsultasi terlebih dahulu

untuk mencapai penggunaan yang optimal dari sumber daya

tersebut tanpa merugikan kepentingan sah pihak lain”
Dalam menjalin joint development terdapat beberapa penekanan, yaitu yang
pertama adalah negara-negara yang mengekplorasi sumber daya alam dituntut
untuk dapat bekerja sama satu sama lain. Kedua, kerja sama disini adalah untuk
tujuan penggunaan sumber daya secara optimal. Ketiga, hak-hak negara lain harus
tetap di hormati misalnya seperti hak navigasi (Li dan Chen, 2016: 133).

Joint development merupakan salah satu langkah yang dilakukan China untuk
meredam sengketa Laut China Selatan. Salah satu negara yang China ajak untuk
melakukan joint development adalah Filipina. China dan Filipina setuju untuk
melakukan joint development untuk melakukan eksplorasi minyak bersama. Pada
masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, ia lebih berusaha untuk
mendekatkan diri dengan China sebagai upaya meredam sengketa Laut China
Selatan. Terjadi pergeseran kepentingan politik luar negeri pada saat Duterte
memimpin, ia menyatakan bahwa akan mengejar kebijakan luar negeri yang
independen yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar negara. Duterte
berusaha menyeimbangkan hubungan Filipina dengan negara-negara besar
(Candice dan Perwita, 2021: 1).

Pemerintahan baru di bawah Presiden Duterte memutuskan untuk
menghidupkan kembali dan memperluas strategi yang berfokus pada pengecilan
eskalasi konflik dan bergabung dalam berbagai kegiatan kerja sama yang dapat
meningkatkan hubungan ekonomi. Mengembangkan kembali manajemen konflik
berkelanjutan yang dapat mengurangi munculnya eskalasi konflik dan

membangun kerangka kerja sama agar konflik dapat ditangani dengan aman



(Kreuzer, 2018: 2). Duterte bersedia menerima prosedur-prosedur yang diajukan
China untuk menangani konflik, mengesampingkan masalah-masalah kedaulatan,
serta mengelola konflik dalam forum bilateral. China dan Filipina memperbaiki
hubungan mereka dengan melakukan eksplorasi bersama dan kerja sama di
kawasan Laut China Selatan serta memperkuat perdagangan bilateral, bahkan
China juga mendukung pembangunan Filipina (Kreuzer, 2018: 15).

Pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Manila pada November 2018,
Filipina dan China berhasil menandatangani Memorandum of Understanding on
Oil and Gas Development Cooperation (Qi dan Xue, 2021: 78). Ada beberapa
faktor yang membuat Duterte ingin melakukan joint development dengan China,
yaitu untuk menghindari konflik bersenjata maupun tidak bersenjata, untuk
meredakan ketegangan geopolitik regional, serta untuk melakukan diplomasi
preventif dan ekonomi. Duterte juga mengatakan bahwa sebaiknya sumber daya
di Laut China Selatan harus dieksplorasi bersama daripada harus terus menerus
menghadapi konflik (Qi dan Xue, 2021: 82). China akan membantu kepentingan
ekonomi dan energi Filipina untuk menghindari krisis listrik dan minyak, karena
dapat diprediksi bahwa cadangan ladang gas Malampaya yang memasok 40%
kebutuhan energi Filipina akan segera habis. Pada saat penandatanganan MoU
November 2018, China dan Filipina membentuk Joint Intergovernmental Steering
Committee dan Inter-Entrepreneurial Working Group yang secara khusus akan
menekankan kerangka kerja yang telah kedua negara setujui. Komite tersebut
terdiri dari anggota badan asing dan energi kedua negara, sedangkan kelompok
kerja terdiri dari perwakilan dari China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) dan Phillippine National Oil Company Exploration Corporation
(PNOC-EC) (Qi dan Xue, 2021: 83). Hingga saat ini MoU yang berhasil di
tandatangani pada tahun 2018 oleh China dan Filipina masih dalam peninjauan
ulang. Pada 15 Oktober 2020 (Radio Free Asia, 2021), Duterte mengumumkan
pencabutan moratorium eksplorasi minyak dan gas alam di Reed Bank, dimana
sebelumnya ia memberlakukan pelarangan ekplorasi energi di daerah Reed Bank.
Pencabutan moratorium tersebut di sambut baik oleh China dan kedua negara

telah membentuk mekanisme kerja sama. PXP Energy Corp Filipina sedang



bernegosiasi dengan CNOOC untuk pengembangan minyak bersama (Castro,
2020).

Billateral Consultative Mechanism: Pengawasan dan Persuasi Dalam
Pengelolaan Sengketa Wilayah di Kawasan Laut China Selatan Secara
Damai

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan variabel yang mempengaruhi
China dan Filipina untuk menjalin kerja sama bilateral. Menurut John P. Lovel
dalam merumuskan suatu kebijakan, suatu negara pasti memiliki beberapa faktor
yang membuat mereka memilih kebijakan tersebut, yaitu struktur sistem
internasional, presepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas negara
(Lovel, 1970: 70-74). Dibawah ini merupakan kerangka alur dari faktor-faktor
yang mempengaruhi China dan Filipina dalam pengambilan kebijakan dan

membentuk suatu pola interaksi.



Bagan 1 Kerangka Alur Pemikiran

4 Faktor yang mempengaruhi
China dan Filipina dalam
mengambil keputusan

4 N

Pertama adalah sistem inernasional,
China dan Filipina terjebak di dalam
sengketa Laut China Selatan yang
menghantarkan mereka untuk
mengambil keputusan.

o )
4 N

Ketiga adalah strategi negara-
bangsa lain, China dan Filipina
sepakat melakukan kerja sama
bilateral dan juga memilih jalan
damai dalam mengecilkan eskalasi
konflik di Laut China Selatan.

N J

4 N

Kedua adalah presepsi elit, Xi
Jinping dan Duterte  memiliki
pandangan yang sama mengenai
potensi di Laut China Selatan akan
sangat menguntungkan jika dapat
dieksplorasi bersama.

o )
4 )

Keempat adalah kapabilitas negara,
Duterte berintegrasi lebih dekat
dengan China Kkarena menyadari
besarnya kapabilitas yang dimiliki
oleh bangsa China dan akan
memberikan  keuntungan  bagi
Filipina.

- /

/

o

Berdasarkan dari keempat faktor diatas, dapat
ditentukan pola interaksi yang terjadi di anatar
China dan Filipina, yaitu leadership strategy
dimana suatu negara memiliki posisi mengontrol
negara lain melalui persuasi atau tawar menawar.

~
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Dari kerangka materi diatas dapat kita lihat bahwa faktor-faktor yang dipilih
China dan Filipina dalam menentukan suatu kebijakan membentuk suatu pola
interaksi. Berikut adalah uraian faktor-faktor yang mempengaruhi China dan
Filipina untuk melakukan kerja sama bilateral. Pertama adalah sistem
internasional, seperti yang kita ketahui China dan Filipina terlibat dalam konflik
sengketa Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan telah terjadi bertahun-
tahun lamanya hingga saat ini permasalahan sengketa masih berlangsung.
Sengketa terjadi karena adanya tumpang tindih klaim antara negara-negara yang
bersengketa, terjadi perebutan wilayah dan juga batas-batas laut. Sengketa ini
mengacu kepada dua gugusan pulau yang diperebutkan yaitu Paracel dan Spratly.
Tumpang tindih klaim yang diajukan oleh negara-negara disekitar kawasan
tersebut membuat sengketa semakin memanas (Junef, 2016: 213).

Melihat sengketa yang semakin memanas, pada 2015 Xi Jinping mengatakan
akan menggunakan jalan damai untuk meredam sengketa Laut China Selatan.
China akan berupaya untuk berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara
tetangganya dan akan membuka jalan bagi negara-negara yang ingin bergabung
dalam pembangunan untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik (Wong,
2022). Jalan damai yang dipilih China menyesuaikan dengan konsep Peaceful
Rise yang diluncurkan China untuk dapat membangun hubungan baik dengan
negara-negara tetangga dan memberlakukan negara tetangga sebagai mitra, untuk
menciptakan lingkungan regional yang damai, stabil, dan saling percaya (China’s
Peaceful Development on White Paper, 2011).

Lalu yang kedua adalah persepsi elit para pengambil kebijakan, Xi Jinping
melihat kawasan Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang
sangat menguntungkan, sehingga lebih baik potensi tersebut dimanfaatkan dengan
baik, yaitu dengan melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang
juga bersengketa di Laut China Selatan khususnya dengan Filipina (Zhou, 2015).
Xi jinping ingin mewujudkan “Chinese Dream” yang merupakan kebangkitan
negara China. la berusaha kembali membangkitkan masa kejayaan China yang
dikenal sebagai bangsa yang beradab, diiringi dengan kebangkitan

perekonomiannya ( Fatmasiwi, 2018: 3). Tiongkok juga memiliki gagasan



“Community of Common Destiny” yang memiliki tujuan bersatu menghadapi
masalah, berusaha mengupayakan pembangunan bersama, serta perdamaian abadi
(Aulia, 2020: 67).

Di sisi lain, persepsi yang dibangun oleh para pemimpin Beijing juga
beriringan dengan sikap dari Filipina. Presiden Duterte juga memiliki pendapat
yang sama dengan Xi Jinping dimana ia mengatakan bahwa sebaiknya sumber
daya alam di Laut China Selatan di eksplorasi bersama karena memiliki potensi
yang menguntungkan (Qi dan Xue, 2021: 82). Pemerintahan baru di bawah
Presiden Duterte memutuskan untuk menghidupkan kembali dan memperluas
strategi yang berfokus pada pengecilan eskalasi konflik dan bergabung dalam
berbagai kegiatan kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan ekonomi.
Mengembangkan kembali manajemen konflik berkelanjutan yang dapat
mengurangi munculnya eskalasi konflik dan membangun kerangka kerja sama
agar konflik dapat ditangani dengan aman (Kreuzer, 2018: 2).

Ketiga adalah strategi negara-bangsa lain, seperti yang telah penulis paparkan
di atas China dan Filipina sepakat melakukan kerja sama bilateral karena melihat
potensi sumber daya alam yang sangat strategis dan menguntungkan. China dan
Filipina juga sama-sama memilih jalan damai untuk mengecilkan eskalasi konflik
di Laut China Selatan. Atas kesepakatan mereka tersebut maka terbentuklah
Bilateral Consultative Mechanism yang dibentuk untuk bertukar pandang tentang
masalah yang sedang terjadi oleh kedua belah pihak negara. Kedua negara sepakat
untuk melanjutkan diskusi tentang langkah-langkah membangun kepercayaan
untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menahan diri untuk tidak melakukan
kegiatan di Laut china selatan yang dapat meningkatkan perselisihan yang
mengganggu perdamaian serta stabilitas kawasan.

Keempat adalah kapabilitas negara, Filipina berupaya berintegrasi lebih dekat
dengan China karena ada beberapa kepentingan yang ingin ia capai, seperti
melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta mencapai kepentingan
nasionalnya. Walaupun sengketa masih terjadi Filipina mengesampingkan
permasalahan tersebut dan mulai melakukan kerja sama bilateral (Damping, 2020:

621). Terjadi pergeseran kepentingan politik luar negeri pada saat Duterte



memimpin, ia menyatakan bahwa akan mengejar kebijakan luar negeri yang
independen yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar negara. Duterte
berusaha menyeimbangkan hubungan Filipina dengan negara-negara besar
(Candice dan Perwita. 2021:1).

China dan Filipina melakukan Bilateral Consultative Mechanism dan berupaya
menciptakan kerja sama jalan damai dan rasa saling percaya. Sebagai hasil dari
membaiknya hubungan China dan Filipina, kedua negara tersebut menjalani
persahabatan yang lebih erat. Pada kunjungan Xi Jinping ke Filipina pada 2018,
kedua negara memilih kerja sama strategis yang komprehensif dan menyeluruh.
China dan Filipina memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang, seperti
infrastruktur, investasi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, pertahanan, dan
penegakan hukum (Banloi, 2021: 308). Dalam kurun waktu kurang lebih dua
tahun, Filipina menjadi mitra dagang terbesar China sebagai pasar ekspor terbesar
mencapai hampir $56 miliar pada tahun 2018. China juga berhasil menjadi negara
yang memberikan investasi besar kepada Filipina yang mencapai $67 juta pada
2018 dan sumber alokasi modal terbesar sekitar $100 juta pada 2019 (Banloi,
2021: 309-310).

Berdasarkan dari keempat variabel diatas, dapat ditentukan pola interaksi
negara yang terbentuk. Pola interaksi yang terjadi di antara China dan Filipina
masuk kedalam Leadership Strategy. Dimana leadership strategy menurut Lovel
adalah suatu negara memiliki posisi dalam mengontrol negara lain melalui
persuasi atau tawar-menawar daripada menggunakan kekerasan. Pada tipe strategi
ini suatu negara menganggap kapabilitasnya besar atau superior dan strategi
negara-bangsa lainnya mendukung. Sesuai dengan pembangunan Peaceful Rise
yang ingin dicapai China adalah menawarkan pembangunan damai. China juga
berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan
memberlakukan negara tetangga sebagai mitra, untuk menciptakan lingkungan
regional yang damai, stabil, dan saling percaya. Pada masa kepemimpinan
Presiden Duterte ia lebih mendekatkan diri kepada China karena ada beberapa
kepentingan yang ingin ia capai, seperti melindungi keamanan dan kesatuan

wilayah serta mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu kepentingan nasional



yang ingin dicapai Duterte adalah menjaga stabilitas perekonomian Filipina.
Untuk dapat meningkatkan perekonomian Filipina maka harus menjalin kerja
sama ekonomi dengan negara lain dan Filipina memilih China sebagai mitranya
(Damping, 2020: 622). Bisa dilihat disini bahwa Filipina menganggap China
memberikan keuntungan dan memiliki kapabilitas yang lebih besar daripada
Filipina. Sehingga Filipina setuju untuk berintegrasi dengan China.

Filipina mendekatkan diri dengan Filipina, selain karena tertarik dengan
keuntungan ekonomi yang diberikan China demi memenuhi kepentingan
nasionalnya. Filipina juga ingin mengatasi sengketa Laut China Selatan dengan
jalan damai, Duterte memilih jalan damai karena menghindari konflik yang lebih
besar dengan China (Damping, 2020: 623). Duterte bersedia menerima prosedur-
prosedur yang diajukan China untuk menangani konflik, mengesampingkan
masalah-masalah kedaulatan, serta mengelola konflik dalam forum bilateral
(Kreuzer, 2018: 15). Atas ketersediaan Duterte tersebut maka China dan Filipina
mengambil langkah damai melalui Bilateral Consultative Mechanism (BCM).
BCM tersebut berjalan dengan lancar hingga pada pertemuan mereka yang
keenam pada 2021, kerja sama ini dibentuk untuk dapat saling bertukar pandang
tentang segala permasalahan yang terjadi di kedua belah pihak negara dan
membangun rasa saling percaya antara kedua negara dalam mengatasi sengketa
Laut China Selatan. Dalam menjalankan BCM tersebut kedua negara juga
menyetujui melakukan joint development untuk dapat melakukan eksplorasi
sumber daya minyak bersama dikawasan Laut China Selatan. Hingga saat ini joint
development tersebut masih dalam peninjauan bersama.

Meskipun China memilih jalan damai dalam meredam sengketa Laut China
Selatan tanpa menggunakan kekuatan militer atau kekerasan lainnya. China tetap
meningkatkan kekuatan militernya untuk menjaga hak maritimnya. China
memperkuat angkatan bersenjatanya yaitu People’s Liberation Army (PLA) yang
memiliki beberapa fokus utama, antara lain, membangun militer yang kuat,
menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan China (Brown, 2016). PLA
dikerahkan di wilayah Laut China Selatan sebagai bentuk pengawasan dalam

menjaga kepentingan China.



KESIMPULAN

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini belum
juga terselesaikan. Sengketa tersebut terjadi karena tumpang tindih klaim antara
negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang mengklaim wilayah Laut
China Selatan antara lain adalah China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan
Taiwan. Wilayah Laut China selatan menyimpan kekayaan alam yang sangat
melimpah, seperti kandungan minyak serta gas bumi. Lalu, perairan Laut China
selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan
lintas laut yang menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika,
dan Asia. Kawasan Laut China Selatan dinilai sangat strategis dan akan
memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila negara-negara
tersebut berhasil menguasainya. Dalam mengatasi sengketa Laut China Selatan,
China lebih memilih menggunakan jalan-jalan damai. Jalan damai yang dipilih
China menyesuaikan dengan konsep Peaceful Rise yang diluncurkan China untuk
dapat membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan
memberlakukan negara tetangga sebagai mitra, untuk menciptakan lingkungan
regional yang damai, stabil, dan saling percaya.

Xi Jinping mengatakan bahwa China ingin menyelesaikan sengketa wilayah
maritimnya dengan jalan damai dan negosiasi serta terus meningkatkan
kemampuan pertahanannya agar tetap dapat melindungi hak dan kepentingan
maritimnya. Xi Jinping melihat kawasan Laut China Selatan memiliki potensi
sumber daya alam yang sangat menguntungkan, sehingga lebih baik potensi
tersebut dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan melakukan kerja sama bilateral
dengan negara-negara yang juga bersengketa di Laut China Selatan. Salah satu
negara yang berhasil China ajak dalam melakukan kerja sama bilateral adalah
Filipina.

Berdasarkan dari 4 variabel dalam pengambilan kebijakan dapat dirumuskan
suatu pola interaksi. Pola interaksi yang terjadi di antara China dan Filipina masuk
ke dalam Leadership Strategy. Dimana China menawarkan pembangunan

perdamaian melalui Peaceful Rise, sejalan dengan keinginan Duterte yang ingin



berintegrasi dengan jalan damai dan Duterte bersedia menerima prosedur-
prosedur yang diajukan China untuk menangani konflik, mengesampingkan
masalah-masalah kedaulatan, serta mengelola konflik dalam forum bilateral.
Sehingga China dan Filipina menyepakati Bilateral Consultative Mechanism
(BCM) yang merupakan upaya meningkatkan rasa saling percaya dan menahan
diri dalam melakukan kegiatan di Laut China Selatan yang dapat semakin
memperumit sengketa. China dan Filipina berhasil menjalin BCM dengan baik

hingga pertemuan terakhir mereka pada tahun 2021.
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